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' LEtilBARAN DAER'AH KABUPATEN PATI 'r'' :': '' r

, ' : ,.,,.:TAHtlN t99g NOM$R110 , ,,-, i,:,.
:t. - , ,. 'illl!|

..:. 
PEP;\TURAN DAERAHftA'B$FgTEN PATI'' ]' :.; i' 1: ".

'' l "NoMoR''6'TAHuls'199 ;' :' "'
TENTANG.:.:,,

RETRIBU SI. PELAYANAN PERSAMPAHAy KE P ERSI HAN

DENGAN RAHMAT. TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT] PATI

' Menimbang ; a. bahwa dengan ditetapkannya. Keputusan; Menteri

-l*palaml,fegeriNornor..lil9Tahun'.*'198..'tentang
,,r :, i, :Ruangr.l.*ngkup,dan' Jenis-ienis'Rgtribgsi, Dagrah

;' :: 1,Tingkat,.l dan Daergh'Tingkat,'l!,,rnd'h€'Retribusi

. Pelayanan Persampahan l,,Kqbersihan, merupakan

'i

,, :':; dirnaksud,'huruf, q, :Peflu,,dia!t$,d€n'.-diletapkan
dalam suatu Peraturan..Dag{gh1.:: ; ..;,.,;. ,,, .l

Mengingat , :. ,1.. -: Undaflg-undang , Nomor: ,13, 'T?li$o-.;{9.QQ'. tentang

..., "'- :, Pembentukan'' Daerah-daerah': l@Qr;patg-n; Dalam

: ' : ;::' 1 ' 'tingkungal Pqopinsi JAwa Tengdh ;: ''::' '

2.tJndang-undangNomorSTahunlgSltentangHukum

l



4.

5.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomo.r 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undangundang Hukum Acara
Pidana;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Daerah ,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenisjenis
Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerdh Tingkat ll ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll
Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah
Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati ;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pati tanggal 7 Desember 1999 Nomor
1glKEP/1999 tentang Persetujuan Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
tentag Retribusi Pelayanan "-P_ersampahan/

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



Kebersihan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Pati ;

c. Bupati adalah Bupati Pati ;

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas
Pendapatan Daerah KabuPaten Pati ;

e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pati ;

t. Bendaharawan Khusus Penerima adalah
Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pati ;

g Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai . Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati ,

h. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa

usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,

{
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fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati orang pribadi atau badan ;

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu
yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan ;

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa
yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau
badan ;

Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan
Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati
Kepala Daerah ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah Retribusi yang
terutang ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat
Keputuasan yang menentukan besarnya jumlah
R'etribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi,
jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi,
besarnya sanksi administrasi dbn jumlah yang
masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT
adalah Surat Keputusan yang rnenentukan
tambahan atas jumlah Retribu,si yang telah

k.
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ditetapkan ;

o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasat 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampah-
an/Kebersihan dipungut retribusi atas jasa pelayanan I

persampahan/kebersihan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah. l

Pasal 3 ,

Obyek Retribusi adalah' setiap jasa pelayanan
persampahan/kebersihan yang diberikan oleh l

Pemerintah Daerah

Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

1

mendapatkan jasa pelayanan persampahan/
kebersihan dari Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
termasuk golongan Retribusi Jasa Umum



BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal $

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan, diukur berdasarkan jumlah,

klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan-

BABV 
. 

.

PRINSIP PENETAPAN TARIP RETRIBUSI
(

Pasal 7

Prinsip penetapan tarip Retribusi Pelayanan
PersampahanlKebersihan adalah untuk mengganti

biaya administrasi, pengangkutan sampah,
penampungan sampah, pemusnahan/pengolahan
sampah dan biaya Pembinaan

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur besarnya tarip retribusi ditetapkan sesuai

dengan jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Besarnya tarip retribusi ditetapkan sebesar Rp.

7.000/m3

rArA cA;BilJ,if *nrron,
Pasal 9

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan.



(2) Hasil pungnrtarr*€Reilrbuti$ sebagaimana'dimaksud
Pasal I F.erihrran J:&ahr*rl.fini disetor ke Kas
Daerah.

..paSal. lti'i ::i ir i'ir:r' '::i'.':
-, : - 

- 
. - 1 rt-! ; ;-,rl! ,.-: '., ,i: "i:.-,.

Masa retribusi adalah iangka w-aktu yana la4anya'1
(satu) butan kecuali aitetaji'ilri'ialn 8E'rt g.if"ti'. ":: 

r'

. '.: :: :::

,,kur?"-,_!F=g!*gbegg.#_-Egatf EhsT#*f o*gg$;rg1.i
pa bwa ieF9ril zef lq+nf,gdfiSoflskPS ig,,
bes?I{sie g g-"{Fr.Ej ilffi-S$$ats,sfls*l$f do

Retrikt'si-dtriffigtil diixa6hpa'&*PSf i :::* :iir5 ii*'i riili
: . : r'.,:,'. i1'.':1 {a,iii3L.g i-jLlk;.Cr€'l $1-:5i;_r !:r"1., .:

. ., :.,.-, :, ; l' '.'rg11 ;Erb*r; *' ;-:'r** + ri: :v: 4 1': :l r;l,i i; + ii ;t:

| 1: li ,...,t ir :,iri "arASA RETRIIBUSI

kuraqso.Ql.il,$eq"-w{?,q=e,r$pnJ.Eg#"p'gf#*sulB!
tagihan tSS?s+P,,.?Fr3!!;rr- - i .grrr r---^- k+*::i::* {j*,'r*.',,',

;i.ri,i:;i: i:,!..' , ,:litt.r'tll F"*i^'!iih;l:i F++.+i: ,

rr1..i i.:rir, .BA8#l:,,-.r: rt .',.1 t:tilri! rii;:r:aj.:r .rr
, TAIA CABA F:F+@.{.trA.F4!l1,oiiq,-!:;.; i i:,-,r.: :

, ,.?aga!'13,,a, : -: i,;-.' i

(1) Bupa{'*,,mengolukaoiriilenggal jatuh tempo



(2) SKRD; SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat
Keputusan Pembetul?q;ri$urat Keputusan
ke be rata n da n;Sl4{*ggq;Sfg if&,, .yan g ime n y e ba b-
kan jumlah retribusi yaryg. h?l.gr,OlO"yar bertambah,
harus dilunasi 9g!?T.,i3rghe,qil1tu^,gglinq,tqry 1
(satu) bulan sejali tanggat Oilertiitfan

(3) Bupati atas permohon4n ,W?l!b Retribusi setelah
memenuhi persyagatan. i+g" ditentukan dapat
memberikan perselujuan'.kdpqda" Walib Retribusi
untuk mengangsur attrir;'mef;unCa pembayarani r'696,663 iryEBh garf''u i ft{ifisF€t rt 

{ *ffiih jrs€sdca F g r,td,

b :: pffi ho !sa€H! r.:.;$9fi: * P€ tW ftqt a S r : t ?rtri bu s ! ;; g a r{1,

;; ;,{era.tb rq*'Fbng r lame .3O : (trga p,Ul$h) hariasg{Flah
saat terutang.

(dua f €$fi f; F; bfi ffit*f *,: i ?: i ? + ii ;:'*;l * * i i:.-t* ;. i-r : a : i
(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran,

penundaan pembayararfi fr&ffibusi diatur dengan
Keputusan Bu@&ffi T # g#$&*tr e f ,*,EA4A#

iif*g, w; ! r,.. ; ii.! : q,, r- r-1,'f|*E} l€ll j rqtur..rri l l{,":ri,, r;'J t l :l ni* :,;t:j
i e * *le ;.r'.ri-:rs:Er.rA-eq 

Rnd FEfilAG lH#Sl,,i r,, . . 
- : 

. i -: i. ;! .: i. j i
*ai*s3 g***e enr--".e: ry;t#f,{ ;* -;, ; ;*.;i + s-l;,,;,3 {,:ii * ? +s

fi t 
eft eiiiiri 6;+r g diffi ttiEt'u iff ft E, ueidit di ni n; i sr< R d

is:li'sffi ff ft ff {,-sltRbRga$Fe'-sff tu'mi+;e,{rtgptuittrHfr
Pem betu I a n, Su rat KeputrFS'ifii-i trS6xi5ijift 'ida+ii
Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh
Wajib Retribusi padai.,,'wSRGnya dapat ditagih
dengan Sura&Paks3i.' i:ioi *r:' :,':Fi; k.1' :',;

(2) Penagihan RetribusF 6engan .Surat paksa
; ii diH<sanakan , . berdasarkan.,, ,peratprryl perqndang;

undangan yang berlaku.



BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, Keringanan dengan dimaksud ayat
(1) dapat diberikan kepada Wajib retribusi
mengangsur.

(3) Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan

retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

KADALUWASSA
Pasal 16

Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu (tiga) tahun terhitung

sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang

retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal initertanggung apabila .

a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat paksa

atau ;

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib

Retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.

(1)

(2\



BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PTUTANG

RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 17

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapus.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan
Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 18
Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melaku.kan
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah
ini.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA
pasal l9

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan
kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling tama O

(enam) bulan atau denda paling'banyak + lempat; 
\-

kali jumlah retribusi terutang.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ?

(1) adalah pelanggaran.

t0



(1)

BAB XVIII

PENYIDIKAN
Pasal 20

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pasal ini adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaan

dengan tindak pitFana dibidang Retribusi
Daerah ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah ;

meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi daerah ;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

melakukan penggeledahan untuk mendapat
bahan bukti" pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut ;

(2)

c.

d.

e.

11



f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah ;

g. menyuruh berhenti melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud . pada

i.

huruf e ;

memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana Retribusi Daerah ;

memanggil orang untuk didengar
keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau slksi ;

menghentikan penyidikan ;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
d ipertangg ungjawabka n.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undangundang Nomor I Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP
. Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka

h.

t.

k.

12



Peraturan Dag'ah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati

Nomor 17 Tahun 1995 tentang Kebersihan Dalam

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati dinyatakan

tidak berlaku lagi. .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
.:..,',...1:1,

: '"'AEar' 'supaya' setiap orang 'dapat me-

n$etahuinya;,'irlemerintahkan pengundangan Peraturan
: Dderah'ihi dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Pati.

i,, ?€'S.d '

13.



PEIIJELASAN
ATAS

PERATURAII DAERAH KABUPATEN PATI

I'lOllOR :8 TAHUT{ 1999
TENTAilG

RETRIBUSI PELAYATIAI{ PERSAiIPAHAN'KEBERSIHAI{

t. unut .. .;

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, retribusi.lneruPakan salah satu
sumber pendapatan daerah selain paiak Daerah dan penerimaan- 

\;
penerimaan daerah lainnya termasuk penerimaan yang berasal
dari Pemerintah, andalan Pemerintah Daerah dalam menopang
pelaksanaan Otonomi Daqrah, yaitu mengatur dan mengurus
rdmah tangganya sendiri.

-Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi =

sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah.

Retribusi Peliayanan Persampahan/Keber$han termasuk
dalam golongan retrlbrsi JiSa Umum, dengan kriteria sebagai
berikut: : .':
a. iasa tersebut termasut dalam kelompok urusan Pemerintahan

yang diserahkan kepadaldqerah dalam rangka asas
desentralisasi. ::. . :

b. selain melayani kepentingan dan. kemanfaatan umum, iasa .
tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau v
badan yang diharuskan membayar retribusi.

c. dianggap layak apabila jasa tersebut hanya disediakan I
diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar
retribusi.

d. retribusi atas jasa tersebut tidak bertentangan dengan



A

f

kebijaksanaan nasional mengenai penyelenggaraan jasa

tersebut.
retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien,

serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

potensial.

memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan

atau kualitas pelayanan yang memadai'

PENJELASAN PASAI. DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 8 : CukuP jelas'

Pasal g ayat (1) :

yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan

antara lain berupa karcis masuk, kupon dan kartu

langganan.

Pasal 9 ayat (2) : CukuP jelas.

Pasal 10 s/d Pasal 14 : CukuP ielas'

Pasal 15 ayat (1) :

Dasarpemberianpengurangandankeringanadikaitkan
dengan kemampuan Wajib Retribusi' sedangkan p:*-
bebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi'

Pasal 15 aYat (2) : CukuP jelas.

Fasal 15 aYat (3) : CukuP jelas'

Pasal 15 ayat (4) : CukuP jelas.

Pasal 16 s/d Pasal 22 : CukuP jelas.

il.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH \ /
KABUPATEN PATI

NOMOR 19/KEP/1999
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

PERSAMPA HAN/KEBERSIHAN

Membaca

Menimbang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat lt pati tanggal 16
April 1999 Nomor 88.3t2450 perihat pengiriman 16
Materi Raperda tentang Retribusi Daerah Tingkat ll.

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pelayanan persampahan/Kebersihan setelah
dibahas secara mendalam di DPRD Kabupaten pati
tanggal 26 std 29 Nopember 199g dipandang telah
layak untuk ditetqpkan menjadi peraturan Daerah ;

bahwa untuk penetapan Rancangan peraturanb.

*



Mengingat : 1.

Daerah menjadi Peraturan Daerah tersebut diatas
perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

Undangundang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam
Lingkungan PropinsiJawa Tengah ,

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perurakilan Rakyat Daerah ;

Undang-undang. Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Daerah ;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pati Nomor 170111/1999 tentang
Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pati.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati tanggal 17

Nopember 1999 tentang Penjelasan Eksekutif
terhadap meteri Raperda ;

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati tanggal 22

Nopember 1999 tentang Penyampaian Pandangan

Umum Anggota ;

Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kabupaten
Pati tanggal 26 dan tanggal 29 Nopember 1999.

2.

4.

5..

6.

Memperhatikan : 1.

2.

3.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PATI TENTANG PERSETUJUAN
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

KABUPATEN PATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN MENJADI PERATU RAN

DAERAH.

Pasal I
Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pati tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan
menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana ?

tersebutpasal1.KeputusaninidenEan,Perubahan
perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 07 Desember 1999

DEWAN PERWIKIL1IR1IIAr DAERAH \_)
KABUPATEN PATI

Ketua

TTD.

TASIMA?{


